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ABSTRAK 

 

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 

TENTANG KEWARGANEGARAAN 

 

Oleh 

Ella Maya Rossa 

 

Perkawinan Campuran adalah Perkawinan Antara Dua Orang yang di 

Indonesia Tunduk pada Hukum yang Berlainan, Karena Perbedaan 

Kewarganegaraan dan Salah Satu Pihak Berkewarganegaraan Asing dan Pihak 

yang Lain Berkewarganegaraan Indonesia.  

Adapun Jenis Penelitian dalam Skripsi Ini adalah Penelitian Normatif  

yang Bersifat Deskriptif (Menggambarkan) dan Tidak Bermaksud untuk Menguji 

Hipotesa. 

Dalam skripsi ini adapun pemasalahan yang diungkapkan yaitu, 

bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di 

Indonesia dan bagaimana upaya pembagian hak waris terhadap anak dalam 

perkawinan campuran. 

Kesimpulan yang didapat dari permasalahan Kedudukan hukum anak yang 

lahir dari perkawinan campuran, mengingat berlakunya Undang-undang No. 12 

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia memberi jaminan 

kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk 

menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun dan upaya 

pembagian hak waris anak terhadap anak dalam perkawinan campuran, karena di 

Indonesia belum mempunyai peraturan perundang-undangan yang bersifat 

nasional, maka dalam waris tetap mengacu kepada hukum adat, hukum islam dan 

KUHPerdata. Oleh karena itu waris yang berkaitan dengan perkawinan campuran, 

diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan. 

 

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Warisan, Anak 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia di dalam perjalanan hidupnya mengalami 3 (tiga) peristiwa penting 

yaitu waktu dilahirkan, waktu kawin, dan waktu meninggal dunia. Pada waktu 

seseorang dilahirkan tumbuh tugas baru di dalam keluarganya. Interaksi manusia 

dalam masyarakat melahirkan berbagai hubungan, baik yang bersifat individual 

maupun yang bersifat kolektif. Salah satu hubungan manusia yang individual 

adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam ikatan 

perkawinan. 

Dalam bidang hukum perkawinan hal yang demikian ini adalah suatu yang 

penting karena ada 2 (dua) makhluk Tuhan yang selanjutnya akan menjadi satu 

keluarga. Bertemunya dua orang menjadi satu yang masing-masing jadi pengemban 

dari hak dan kewajiban di dalam pertalian perkawinan mempunyai akibat-akibat di 

dalam bidang hukum. Akibat-akibat ini semuanya diatur dalam hukum perkawinan 

sebagaimana diperinci lebih lanjut dalam buku satu Kitab Undang-Undang Perdata 

atau juga kita bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Kesemua hal tersebut mengatur tentang tata cara perkawinan yang sah 

menurut hukum negara di samping hukum agama masing-masing.1 

                                                           
1 Farid Zainal Abidin, Intisari Hukum Keluarga, Alumni, Bandung, 1990, hlm. 21. 
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Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan 

perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga 

ada ikatan rohani yang berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa 

suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu 

yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang 

perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.2 

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 

1 tahun 1974 (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) adalah: 

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah 

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa”. 

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian perkawinan 

campuran sebagai berikut: 

“yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini 

ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum 

yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak 

berkewarganegaraan Indonesia”. 

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan 

perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/ 

istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara 

yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik 

Indonesia yang berlaku (Pasal 59 Undang-Undang Perkawinan).3 

                                                           
2 Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 33. 

3 Ibid., hlm. 67. 
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Pesatnya perkembangan teknologi digital menjadikan satu negara dengan 

negara yang lain tampak tidak ada batas (boardless) hal ini memungkinkan 

terjalinnya komunikasi antar negara, hal inilah yang menjadikan orang-orang 

dengan kewarganegaraan yang berbeda dapat melangsungkan perkawinan. 

Perkawinan di mana laki-laki dan perempuan dengan kewarganegaraan yang 

berbeda ini yang disebut sebagai perkawinan campuran. 

Undang-Undang Perkawinan secara eksplisit tidak mengatur tentang 

perkawinan beda kenegaraan, sedangkan pada kenyataannya sering terjadi 

perkawinan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.4 

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan 

(selanjutnya ditulis Undang-Undang Kewarganegaraan), anak yang dilahirkan dari 

perkawinan campuran memiliki status kewarganegaraan ganda hingga dia berusia 

18 tahun atau telah menikah. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di 

kemudian hari orang tuanya meninggal dunia terutama mengenai penentuan 

persoalan yang didasarkan pada asas nasionalitasnya. Lalu bagaimana pengatur 

status persoalan anak yang didasarkan pada asas nasionalitas, bila terdapat 

pertentangan antara hukum negara yang satu dengan negara yang lain sehingga 

tidak adanya kepastian hukum, padahal mereka adalah warga negara yang 

mempunyai hak untuk dilindungi oleh hukum. 

Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa 

ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua 

                                                           
4 Retno S. Darussalam, Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 69. 



4 

 

yurisdiksi yang berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang 

lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan 

Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua 

kewarganegaraan. 

Status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut 

Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 mengatur Asas Kewarganegaraan 

Tunggal. Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, di mana status 

kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 62 Tahun 1958: 

“anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai 

hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu 

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh 

kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan 

berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di 

Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anaknya karena ayahnya 

memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa 

kewarganegaraan.” 

 

Dari segi hukum, lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan bertujuan untuk memberikan perlindungan 

hukum bagi perempuan WNI, agar ia tidak otomatis kehilangan haknya 

sebagai WNI melainkan ia diberi hak opsi untuk mempertahankan status 

kewarganegaraannya, sebagai WNI atau mengikuti kewarganegaraan 

suaminya yang WNA, dan untuk memberikan jaminan kepastian hukum 

berupa status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak hasil 

perkawinan campuran dari seorang ibu WNI dan ayah WNA sampai usia 18 

tahun atau sudah kawin dan setelah itu ia diwajibkan memilih salah satu 

status kewaranegaraannya.5 

 

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum 

                                                           
5 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm. 

27. 
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waris erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap 

manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian 

mengakibatkan masalah bagaimana penyelesaian hak-hak dan kewajiban. 

Sebagaimana telah diatur dalam KUHPerdata buku kedua tentang kebendaan dan 

juga dalam hukum waris islam, dan juga hukum adat. 

Menurut A. Pitlo, hukum waris yaitu suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, 

di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam 

bidang kebendaan, diatur yaitu : akibat dari beralihnya harta peninggalan dari 

seseorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara 

mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.6 

Dalam membicarakan hukum waris maka ada 3 (tiga) hal yang perlu 

mendapat perhatian, di mana ketiga hal ini merupakan unsur-unsur pewaris : 

1. Orang yang meninggal/pewaris/erflater 

2. Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu/erfgenaam 

3. Harta waris.7 

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum 

material berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami, yaitu 

Undang-Undang Perkawinan. Namun harta benda perkawinan campuran ini apabila 

tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka 

                                                           
6 A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Terjemahan M. 

Isa Arief, Jakarta, Intermasa, 1979, hlm. 1. 

7 Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, 

hlm. 81. 
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berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35, di mana 

ditentukan, bahwa : 

“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; 

harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang 

diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 

penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”. 

 

Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami 

dan istri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama 

harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat (1)). Sedangkan dalam hal 

harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 

melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (2)). 

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya 

masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam 

undang-undang perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum 

lainnya. 

Untuk perkawinan campuran akan menjadi masalah hukum perdata 

internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum perkawinan yang berbeda, 

yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 

(1) GHR (Regeling of de gemengde huwelijken) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum 

pihak suami. 

Di Indonesia sampai saat ini masih bersifat plural, di samping berlakunya 

hukum waris adat yang beraneka ragam sistemnya dan juga berlaku waris yang 

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta hukum waris Islam. 

Jadi mengenai Perkawinan Campuran masalah warisan juga belum ada 

pengaturan tersendiri sehingga sangat memungkinkan terjadinya permasalahan. 
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Masalah warisan ini, karena di Indonesia belum mempunyai Undang-Undang yang 

bersifat nasional, maka dalam warisan tetap mengacu kepada hukum adat, hukum 

islam dan KUHPerdata. Oleh karena itu warisan yang berkaitan dengan perkawinan 

campuran, diserahkan kepada suami istri yang bersangkutan. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik 

untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan 

ke dalam bentuk skripsi dengan judul: “HAK WARIS ANAK DALAM 

PERKAWINAN CAMPURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 

NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”. 

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan uraian latar belakang belakang tersebut, beberapa 

permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dirumuskan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran di 

Indonesia? 

2. Bagaimana upaya pembagian hak waris terhadap anak dalam perkawinan 

campuran? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran 

terhadap perkawinan campuran dalam undang-undang tentang kewarganegaraan 

dan hak waris anak yang dilahirkannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung 

pula hal-hal yang ada kaitannya. 
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Tujuan penelitian: 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian perkara waris dalam 

Pernikahan Campur 

2. Untuk mengetahui dan memahami Pernikahan Campur dalam Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. 

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis 

yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu 

pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan 

pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater. 

 

D. Definisi Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang akan diteliti. Untuk memberikan kesatuan pemahaman terhadap 

dengan judul skripsi ini, maka di bawah ini akan dibahas mengenai konsep atau arti 

dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi. 

1. Perkawinan 

Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang 

Perkawinan).8 

                                                           
8 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina 

Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3 
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2. Perkawinan Campuran 

Perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum 

perkawinan yang berlainan. Perbedaan hukum tersebut dapat disebabkan 

oleh, perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.9 

3. Pewaris  

Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.10 

4. Ahli Waris 

Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan 

kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya 

pewaris.11 

5. Harta Waris 

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan 

pewaris dan berpindah kepada ahli waris.12 

 

E. Metode Penelitian 

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, 

terutama yang bersangkut paut dengan hak waris anak dalam perkawinan campuran 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, 

                                                           
9 Ichtiyanto, Perkawinan Dalam Negara Republik Indonesia, Badan Litbag Agama dan 

Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 10. 

10 Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan 

Menurut Undang-Undang, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 10. 

11 Ibid, hlm. 11. 

12 Ibid. 
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maka jenis penelitiannya adalah penelitian normatif yang bersifat deskriptif 

(menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. 

1. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian 

kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji: 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat 

seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan 

peraturan yang berlaku. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat 

para ahli maupun penelitian terdahulu yang sejalan dengan 

permasalahan dalam skripsi ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia dan lainnya. 

2. Teknik pengolahan data 

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data 

yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan 

editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari 

kekeliruan dan kesalahan. 

3. Analisis data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang dipergunakan untuk mengkaji 

aspek-aspek normatif atau yuridis melalui metode yang bersifat deskriptif 
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analitis yang menguraikan gambaran dari data diperoleh dan 

menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan 

yang bersifat umum.13 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk 

mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan diuraikan 

dalam skripsi ini. Dengan demikian susunan sistematika penulisan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  :  Pendahuluan 

Dalam hal ini diuraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan 

tujuan, definisi konseptual, metode penelitian yang menjelaskan cara-

cara penelitian untuk memperoleh data dalam pembuatan skripsi ini dan 

sebagai uraian yang terakhir mengenai sistematika penelitian. 

BAB II  : Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka menjadi judul dari BAB II yang di dalamnya 

mencantumkan tentang pengertian perkawinan campuran, aturan hukum 

tentang kewarganegaraan di Indonesia, perkawinan beda 

kewarganegaraan, legalitas perkawinan campuran di mata hukum 

Indonesia, hukum waris, hak waris anak dalam perkawinan campuran. 

 

 

                                                           
13 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, 

hlm. 129. 
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BAB III : Pembahasan 

Dalam BAB III berisikan tentang kedudukan hukum anak yang lahir dari 

perkawinan campuran di Indonesia dan upaya pembagian hak waris 

terhadap anak dalam perkawinan campuran. 

BAB IV : Penutupan 

Memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari permasalahan yang 

menjadi obyek penelitian yang telah di uraikan pada bab-bab yang 

terdahulu serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca 

skripsi ini. 
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